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INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara
llegal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apa faktor penyebab terjadinya tindak
pidana penambangan pasir? (2) Bagaimanakah modus tindak pidana penambangan pasir? (3)
Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir?

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana
penambangan pasir. (2) Untuk mengetahui modus tindak pidana penambangan pasir. (3) Untuk
mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir. Metode
penelitian penulisan ini bersifat “Deskriptif” dan berjenis “Normatif”.

Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana
penambangan pasir antara lain (a) Faktor keuntungan, dan (b) Faktor menambah dana pada kas
desa. selanjutnya, terkait dengan modus tindak pidana penambangan pasir yaitu: (a)
Memanfaatkan masyarakat dan pemilik pasir dalam kegiatan penambangan, dan (b)
Memanfaatkan lokasi konsesi PKP2B perusahaan penambangan. Selain itu, hasil penelitian
juga menunjukan bahwa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir: (a)
Pelaku dikenai pidana sesuai Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, (b) Pelaku dikenai pidana penjara, (c) Pelaku dikenai
pidana denda, (d) Pelaku dikenai pidana pengganti denda berupa kurungan, dan (e) Pelaku
dikenai biaya perkara.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka adapun saran dari penulis atas penelitian ini
yaitu: (1) Diharapkan masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan pasir harus
memperhatikan izin terkait jangan tergiur akan keuntungan yang didapatkan, (2) Diharapkan
aparat penegak hukum dapat memberantas tindak pidana penambangan pasir ilegal dengan
berbagai modus yang digunakan oleh para pelaku, dan (3) Diharapkan akibat hukum yang
dikenakan kepada para pelaku kejahatan harus lebih dipertegas lagi.
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